]
J'_:.\

e ": ;
g‘:
'QS.J“ Y

<

BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR
75 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA,

PERINDUSTRIAN, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3
ayat (1) huruf b Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa
penyetaraan jabatan dilakukan pada

Instansi Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi,
mengamanatkan bahwa dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan



Mengingat

1.

2.

yang efektif dan efisien untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan
dan pelayanan publik perlu dilakukan

penyederhanaan birokrasi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 75 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan  Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan

Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Transmigrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



3.

131, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5050)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4279) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang  Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran




Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
55878) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketransmigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5497);

Peraturan Pemerintah Nomor 107
Tahun 2015 tentang Izin Usaha
Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 329,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5797);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
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13.

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa
penyetaraan jabatan dilakukan pada
Instansi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan = Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah

Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa  kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas

Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang



Menetapkan

Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 75 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Dan Transmigrasi

Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun 2021 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dihapus, ayat (2) diubah,

sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri

dari:

a. dihapus.

b. subbagian umum dan aparatur; dan

c. kelompok jabatan fungsional.



(2) Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

3. Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal #% November 30z

BUPATI KAPUAS HULU,

)Y FRANSISKE S DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal Tlovpmber 2025

SE RIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Lg

MOHD. ZAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR 7



LAMFPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS

-

SEKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM
DAN APARATUR

r

BIDANG
TENAGA KERJA

BIDANG TRANSMIGRASI

|

BIDANG PERINDUSTRIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI KAPUAS HULU,

/v FRANSISKUS D




